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[bookmark: _Toc233448203]A. 	Tindak Pidana
1. [bookmark: _Toc233448204]Pengertian Tindak Pidana 
Tindak pidana merupakan konsep dasar dalam hukum pidana yang digunakan untuk menunjukkan adanya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana. Pengertian ini penting karena tidak setiap perbuatan yang dipandang salah oleh masyarakat otomatis menjadi tindak pidana, melainkan harus terlebih dahulu dirumuskan dalam aturan hukum yang berlaku.[footnoteRef:1] [1: Munzirin Rin, Ruben Achmad, dan Darmadi Djufri, “Batasan Kelalaian sebagai Unsur Kesalahan dalam Tindak Pidana Lalu Lintas,” Jurnal Hukum Lex Generalis 6, no. 7 (2025).] 

Menurut Imron Rosyadi, tindak pidana secara istilah merupakan setiap perbuatan yang diancam dengan hukuman dalam peraturan perundang-undangan, baik sebagai pelanggaran maupun kejahatan. Dengan demikian, suatu perbuatan hanya dapat dinyatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut telah dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam ketentuan hukum yang berlaku.[footnoteRef:2] [2:  Imron Rosyadi, Hukum Pidana (Surabaya: Revka Prima Media, 2022), hlm. 53.] 

Dalam literatur hukum pidana Indonesia, tindak pidana sering disamakan dengan istilah strafbaar feit, yaitu suatu peristiwa atau perbuatan yang dapat dipidana. Istilah ini menegaskan bahwa tindak pidana tidak hanya menunjuk pada perilaku manusia, tetapi juga pada hubungan perilaku tersebut dengan norma hukum yang melarangnya.[footnoteRef:3] [3: Andrew Stefanus Ruusen, “Penegakan Hukum Pidana Karena Kelalaian Pengemudi Kendaraan yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas,” Lex Crimen 10, no. 2 (2021).] 

Tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang dilarang oleh ketentuan hukum pidana dan terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana tidak hanya didasarkan pada timbulnya kerugian atau keresahan dalam masyarakat.[footnoteRef:4] [4:  Aldian Prayogi Siregar dan Nelvitia Purba, “Analisis Yuridis terhadap Terjadinya Tindak Pidana Ringan di Serdang Bedagai (Nomor: 12/Pid.C/2024/PN Srh),” Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum 3, no. 3 (2025): 2178–2189, DOI: 10.61104/alz.v3i3.1584.] 

Suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam ketentuan hukum pidana. Pemidanaan tidak cukup hanya didasarkan pada adanya akibat yang merugikan, tetapi harus dibuktikan pula perbuatan pelaku, bentuk kesalahan atau kesengajaan, hubungan sebab akibat, serta terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam undang-undang.[footnoteRef:5] [5:  Dadang Suganda, Halimatul Maryani, Dani Sintara, dan Tri Reni Novita, “Analisis Yuridis Mengenai Tindak Pidana Pembunuhan Menghilangkan Nyawa Seseorang: Studi Kasus Nomor 200/Pid.B/2023/PN Kbj,” Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum 1, no. 4 (2024): 48–49, DOI: 10.62383/mahkamah.v1i4.165.] 

Tindak pidana juga dapat dipahami sebagai perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pengertian tindak pidana selalu berkaitan dengan unsur perbuatan, larangan hukum, dan ancaman sanksi.[footnoteRef:6] [6: Andi Zeinal Marala, “Penegakan Hukum Pidana terhadap Kelalaian Pengemudi yang Menimbulkan Kecelakaan Jalan Raya,” Lex Crimen 4, no. 5 (2015).] 

Dalam perspektif teoritis, tindak pidana memiliki fungsi sebagai batas antara perilaku yang boleh dilakukan dan perilaku yang dilarang oleh negara. Oleh sebab itu, tindak pidana menjadi instrumen utama dalam menjaga ketertiban hukum serta melindungi kepentingan umum dari perbuatan yang merugikan.[footnoteRef:7] [7: Yeanet Monica Hengstz, “Penegakan Hukum Pidana terhadap Kelalaian Pengemudi yang Menimbulkan Kecelakaan di Jalan Raya,” Lex Crimen 5, no. 1 (2016).] 

Pengertian tindak pidana juga menunjukkan bahwa hukum pidana bekerja secara limitatif. Suatu perbuatan hanya dapat dinilai sebagai tindak pidana apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum pidana, sehingga penetapan seseorang sebagai pelaku tindak pidana tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang.[footnoteRef:8] [8: Esse Alia Febrianti Abu, Hambali Thalib, dan Muhammad Ya’rif Arifin, “Pertanggungjawaban Pidana Pengemudi dalam Kecelakaan Lalu Lintas Berakibat Kematian,” Jurnal Legal Dialogica 1, no. 2 (2026).] 

Dengan demikian, tindak pidana dalam penelitian ini dipahami sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, yang dalam konteks lalu lintas dapat berupa pelanggaran terhadap norma keselamatan berkendara yang menimbulkan akibat hukum berupa kecelakaan fatal, luka-luka, atau kematian.
2. [bookmark: _Toc233448205]Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Unsur pertama dari tindak pidana adalah adanya perbuatan manusia. Hukum pidana hanya dapat menjangkau tindakan yang dilakukan oleh manusia, baik berupa tindakan aktif maupun pasif, selama tindakan itu memiliki relevansi dengan rumusan delik yang diatur dalam undang-undang.[footnoteRef:9] [9: Febrio Wahyu Bimo Pamungkas, Hafid Zakariya, dan Nourma Dewi, “Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Menyebabkan Kecelakaan di Kabupaten Sukoharjo,” Jurnal Hukum Lex Generalis 6, no. 7 (2025).] 

Unsur kedua adalah adanya sifat melawan hukum. Artinya, perbuatan tersebut harus bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik secara formil karena melanggar aturan tertulis maupun secara materil karena bertentangan dengan rasa keadilan dan tertib hukum dalam masyarakat.[footnoteRef:10] [10: Munzirin Rin, Ruben Achmad, dan Darmadi Djufri, “Batasan Kelalaian sebagai Unsur Kesalahan dalam Tindak Pidana Lalu Lintas,” Jurnal Hukum Lex Generalis 6, no. 7 (2025).] 

Unsur ketiga adalah adanya kesalahan. Kesalahan dapat berbentuk kesengajaan (dolus) maupun kelalaian (culpa), tergantung pada bagaimana hubungan batin pelaku terhadap perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Dalam kecelakaan lalu lintas, unsur ini sangat penting karena penilaian pidana sering bertumpu pada kelalaian pengemudi.[footnoteRef:11] [11: Andrew Stefanus Ruusen, “Penegakan Hukum Pidana Karena Kelalaian Pengemudi Kendaraan yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas,” Lex Crimen 10, no. 2 (2021).] 

Unsur keempat ialah adanya ancaman pidana. Suatu perbuatan baru dapat dinilai sebagai tindak pidana apabila terhadap perbuatan itu sudah ditentukan sanksi pidananya dalam undang-undang. Unsur ini menunjukkan bahwa hukum pidana selalu bekerja berdasarkan asas legalitas.[footnoteRef:12] [12: Andi Zeinal Marala, “Penegakan Hukum Pidana terhadap Kelalaian Pengemudi yang Menimbulkan Kecelakaan Jalan Raya,” Lex Crimen 4, no. 5 (2015).] 

Unsur kelima adalah adanya kemampuan bertanggung jawab dari pelaku. Hukum pidana tidak hanya melihat perbuatannya, tetapi juga menilai apakah pelaku mempunyai keadaan kejiwaan dan kesadaran yang cukup untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.[footnoteRef:13] [13: Yeanet Monica Hengstz, “Penegakan Hukum Pidana terhadap Kelalaian Pengemudi yang Menimbulkan Kecelakaan di Jalan Raya,” Lex Crimen 5, no. 1 (2016).] 

Dengan demikian, unsur-unsur tindak pidana dalam penelitian ini meliputi adanya perbuatan pengemudi, adanya pelanggaran terhadap norma lalu lintas, adanya kesalahan berupa kelalaian atau pelanggaran batas kecepatan, serta adanya akibat yang menimbulkan pertanggungjawaban pidana karena kecelakaan lalu lintas fatal.
3. [bookmark: _Toc233448206]Jenis-Jenis Tindak Pidana 
Dalam hukum pidana, tindak pidana dapat dibedakan berdasarkan beberapa klasifikasi, salah satunya ialah tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran. Pembagian ini penting karena masing-masing memiliki karakter, tingkat keseriusan, serta konsekuensi hukum yang berbeda dalam sistem pidana.[footnoteRef:14] [14: Esse Alia Febrianti Abu, Hambali Thalib, dan Muhammad Ya’rif Arifin, “Pertanggungjawaban Pidana Pengemudi dalam Kecelakaan Lalu Lintas Berakibat Kematian,” Jurnal Legal Dialogica 1, no. 2 (2026).] 

Selain itu, tindak pidana juga dapat dibedakan menjadi tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang, sedangkan tindak pidana materil menekankan pada akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Dalam perkara kecelakaan lalu lintas fatal, akibat berupa luka atau kematian menjadi sangat menentukan.[footnoteRef:15] [15: Febrio Wahyu Bimo Pamungkas, Hafid Zakariya, dan Nourma Dewi, “Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Menyebabkan Kecelakaan di Kabupaten Sukoharjo,” Jurnal Hukum Lex Generalis 6, no. 7 (2025).] 

Klasifikasi lainnya ialah tindak pidana dolus dan tindak pidana culpa. Tindak pidana dolus terjadi karena kesengajaan, sedangkan tindak pidana culpa timbul karena kelalaian. Perbedaan ini penting dalam hukum pidana lalu lintas karena sebagian besar perkara kecelakaan berhubungan dengan culpa, bukan dolus.[footnoteRef:16] [16: Munzirin Rin, Ruben Achmad, dan Darmadi Djufri, “Batasan Kelalaian sebagai Unsur Kesalahan dalam Tindak Pidana Lalu Lintas,” Jurnal Hukum Lex Generalis 6, no. 7 (2025).] 

Tindak pidana juga dapat dibagi menjadi tindak pidana aktif dan pasif. Tindak pidana aktif terjadi karena pelaku melakukan suatu tindakan tertentu, sedangkan tindak pidana pasif terjadi karena pelaku tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan hukum. Dalam konteks berkendara, kelalaian menjaga konsentrasi dapat dinilai sebagai bentuk pelanggaran terhadap kewajiban hukum pengemudi.[footnoteRef:17] [17: Andrew Stefanus Ruusen, “Penegakan Hukum Pidana Karena Kelalaian Pengemudi Kendaraan yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas,” Lex Crimen 10, no. 2 (2021).] 

Dari sudut objek perlindungannya, ada tindak pidana terhadap nyawa, tubuh, harta benda, dan keamanan umum. Kecelakaan lalu lintas fatal berada pada pertemuan beberapa kepentingan hukum sekaligus, yakni keselamatan jiwa, keamanan lalu lintas, dan kepatuhan terhadap aturan jalan.[footnoteRef:18] [18: Andi Zeinal Marala, “Penegakan Hukum Pidana terhadap Kelalaian Pengemudi yang Menimbulkan Kecelakaan Jalan Raya,” Lex Crimen 4, no. 5 (2015).] 

Dengan demikian, jenis tindak pidana yang paling relevan dalam penelitian ini adalah tindak pidana culpa materil, yaitu tindak pidana yang lahir karena kelalaian pelaku dan menimbulkan akibat nyata berupa luka berat atau kematian akibat kecelakaan lalu lintas di jalan tol.
4. [bookmark: _Toc233448207]Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana 
Pertanggungjawaban pidana merupakan kelanjutan logis dari tindak pidana. Setelah terbukti adanya perbuatan yang memenuhi rumusan delik, hukum pidana masih harus menilai apakah pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut.[footnoteRef:19] [19: Yeanet Monica Hengstz, “Penegakan Hukum Pidana terhadap Kelalaian Pengemudi yang Menimbulkan Kecelakaan di Jalan Raya,” Lex Crimen 5, no. 1 (2016).] 

Dalam ajaran hukum pidana, seseorang hanya dapat dipidana apabila ia melakukan tindak pidana dan mempunyai kesalahan. Asas ini dikenal dengan ungkapan geen straf zonder schuld, yang menegaskan bahwa pidana tidak dapat dijatuhkan tanpa adanya kesalahan pada diri pelaku.[footnoteRef:20] [20: Esse Alia Febrianti Abu, Hambali Thalib, dan Muhammad Ya’rif Arifin, “Pertanggungjawaban Pidana Pengemudi dalam Kecelakaan Lalu Lintas Berakibat Kematian,” Jurnal Legal Dialogica 1, no. 2 (2026).] 

Pertanggungjawaban pidana juga mensyaratkan adanya kemampuan bertanggung jawab. Apabila seseorang berada dalam keadaan tertentu yang menghapus kemampuan bertanggung jawab, maka meskipun perbuatannya memenuhi unsur delik, pidana tidak dapat dijatuhkan secara otomatis.[footnoteRef:21] [21: Febrio Wahyu Bimo Pamungkas, Hafid Zakariya, dan Nourma Dewi, “Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Menyebabkan Kecelakaan di Kabupaten Sukoharjo,” Jurnal Hukum Lex Generalis 6, no. 7 (2025).] 

Dalam tindak pidana lalu lintas, pertanggungjawaban pidana kerap bertumpu pada bentuk culpa atau kelalaian. Artinya, pengemudi tidak bermaksud menimbulkan akibat, tetapi karena kurang hati-hati, melanggar aturan, atau tidak mengendalikan diri dengan baik, akhirnya timbul kecelakaan yang membawa akibat pidana.[footnoteRef:22] [22: Munzirin Rin, Ruben Achmad, dan Darmadi Djufri, “Batasan Kelalaian sebagai Unsur Kesalahan dalam Tindak Pidana Lalu Lintas,” Jurnal Hukum Lex Generalis 6, no. 7 (2025).] 

Pertanggungjawaban pidana juga memerlukan hubungan sebab-akibat antara perbuatan pelaku dan akibat yang ditimbulkan. Dalam kecelakaan lalu lintas, hal ini menjadi penting untuk menilai apakah pelanggaran batas kecepatan dan kondisi mengantuk benar-benar merupakan penyebab timbulnya kecelakaan fatal.[footnoteRef:23] [23: Andrew Stefanus Ruusen, “Penegakan Hukum Pidana Karena Kelalaian Pengemudi Kendaraan yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas,” Lex Crimen 10, no. 2 (2021).] 

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dalam penelitian ini berkaitan erat dengan pembuktian bahwa pengemudi melakukan pelanggaran lalu lintas, lalai dalam mengemudikan kendaraan, serta bahwa kelalaian tersebut menimbulkan akibat hukum berupa kematian korban dalam kecelakaan di jalan tol.
[bookmark: _Toc233448208]B. 	Pelanggaran Batas Kecepatan
1. [bookmark: _Toc233448209]Pengertian Pelanggaran Batas Kecepatan 
Pelanggaran batas kecepatan adalah tindakan menjalankan kendaraan melebihi atau tidak sesuai dengan ketentuan kecepatan yang telah ditetapkan pada suatu ruas jalan tertentu. Dalam lalu lintas modern, batas kecepatan bukan sekadar angka administratif, melainkan instrumen hukum untuk menjaga keselamatan pengguna jalan.[footnoteRef:24] [24: Muhammad Adi Makayasa, Eddy Asnawi, dan Bahrum Azmi, “Penegakan Hukum atas Sanksi Pelanggaran Batas Kecepatan Berkendara Maksimal di Jalan Bebas Hambatan,” Eksekusi: Journal of Law 4, no. 2 (2022).] 

Pelanggaran batas kecepatan merupakan tindakan pengemudi yang menjalankan kendaraan bermotor dengan kecepatan melebihi batas maksimal atau berada di bawah batas minimal yang telah ditentukan berdasarkan jenis, fungsi, dan kondisi jalan. Pengaturan kecepatan merupakan bagian penting dari teknik mengemudi yang aman karena kemampuan pengemudi dalam mengendalikan kendaraan, melakukan pengereman, menjaga jarak, dan mengantisipasi bahaya sangat dipengaruhi oleh kecepatan kendaraan.[footnoteRef:25] [25:  Khotimah, Teknik Mengemudi: Pedoman Aman dan Selamat Berkendara, ed. Hardianto (Bekasi: PTDI Press, 2023), hlm. 59] 

Pengaturan mengenai batas kecepatan berangkat dari pertimbangan bahwa setiap jenis jalan memiliki karakteristik tersendiri, baik dari segi fungsi, kondisi teknis, maupun tingkat risiko kecelakaan. Karena itu, pelanggaran batas kecepatan tidak dapat dianggap sepele karena menyangkut keselamatan diri pengemudi, penumpang, dan pengguna jalan lainnya.[footnoteRef:26] [26: Dewi Keumlasari dan Tarmizi, “Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Melanggar Batas Kecepatan: Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh,” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana 2, no. 3 (2018).] 

Secara praktis, kecepatan kendaraan sangat menentukan kemampuan pengemudi dalam bereaksi terhadap situasi darurat. Semakin tinggi kecepatan kendaraan, semakin pendek waktu pengemudi untuk mengendalikan keadaan, sehingga risiko tabrakan menjadi lebih besar.[footnoteRef:27] [27: Rizky Intan Mauliza, Tania Bonita Sabrina, dan Wahyu Maulana, “Pelanggaran Kecepatan Kendaraan pada Ruas Jalan Tol Cipularang,” RekaRacana: Jurnal Teknik Sipil 5, no. 1 (2019).] 

Dalam perspektif hukum, pelanggaran batas kecepatan merupakan bentuk pelanggaran terhadap kewajiban kehati-hatian di jalan. Pengemudi yang melaju melampaui batas yang diperkenankan dapat dipandang telah mengabaikan norma keselamatan yang telah ditentukan oleh hukum lalu lintas.[footnoteRef:28] [28: Ikhwan Listiyanto, Soegianto Soegianto, Diah Sulistyani R.S., dan Amri Panahatan Sihotang, “Kewenangan Polri dalam Mengurangi Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Tol,” Jurnal USM Law Review 4, no. 1 (2021).] 

Pelanggaran batas kecepatan juga tidak selalu berdiri sendiri, tetapi sering berkaitan dengan pelanggaran lain seperti kurang konsentrasi, tidak menjaga jarak aman, atau kelelahan saat mengemudi. Oleh karena itu, dalam banyak perkara kecelakaan, unsur kecepatan menjadi bagian dari konstruksi kelalaian pengemudi.[footnoteRef:29] [29: M. Fakhruriza Pradana, Arief Budiman, dan Desi Andriyani, “Analisis Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Tol: Studi Kasus Ruas Jalan Tol Serang Timur–Merak KM 72–KM 98,” Jurnal Fondasi 2, no. 2 (2016).] 

Dengan demikian, pelanggaran batas kecepatan dalam penelitian ini dipahami sebagai tindakan pengemudi yang mengemudikan kendaraan di jalan tol melampaui kecepatan yang diperbolehkan, sehingga memperbesar kemungkinan terjadinya kecelakaan lalu lintas dengan akibat fatal.
2. [bookmark: _Toc233448210]Dasar Hukum Batas Kecepatan dalam Lalu Lintas 
Dasar hukum batas kecepatan dalam lalu lintas di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mewajibkan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan untuk mengemudikan kendaraannya secara wajar dan penuh konsentrasi.[footnoteRef:30] [30: Okta Nofia Sari, Sari Damayanti, dan Kesuma Bagaskara, “Kebijakan Hukum terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Pengguna Jalan Tol Balikpapan-Samarinda Provinsi Kalimantan Timur,” Jurnal Rechtens 9, no. 2 (2020).] 

Pengaturan lebih lanjut mengenai batas kecepatan ditegaskan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yang mengatur adanya batas kecepatan paling tinggi dan paling rendah yang harus dipatuhi sesuai kawasan permukiman, jalan antar kota, jalan bebas hambatan, dan wilayah tertentu lainnya.[footnoteRef:31] [31: Rudolf Silaban dan Indah Malau Pase, “Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” Jurnal Rectum 3, no. 1 (2021).] 

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga memberikan dasar pengaturan lebih teknis mengenai manajemen dan rekayasa lalu lintas, termasuk penetapan karakteristik jalan yang berkaitan dengan pengendalian kecepatan kendaraan.[footnoteRef:32] [32: Muhammad Adi Makayasa, Eddy Asnawi, dan Bahrum Azmi, “Penegakan Hukum atas Sanksi Pelanggaran Batas Kecepatan Berkendara Maksimal di Jalan Bebas Hambatan,” Eksekusi: Journal of Law 4, no. 2 (2022).] 

Pengaturan mengenai batas kecepatan juga didukung oleh aturan teknis dari penyelenggara jalan tol dan ketentuan rambu lalu lintas yang dipasang pada ruas jalan tertentu. Dalam konteks ini, rambu kecepatan menjadi bentuk konkret pemberitahuan hukum kepada pengemudi mengenai batas minimal dan maksimal yang wajib dipatuhi.[footnoteRef:33] [33: Dewi Keumlasari dan Tarmizi, “Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Melanggar Batas Kecepatan: Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh,” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana 2, no. 3 (2018).] 

Secara normatif, dasar hukum tersebut menunjukkan bahwa batas kecepatan bukan sekadar pedoman etis, tetapi merupakan kewajiban hukum yang mengikat setiap pengemudi. Pelanggaran terhadapnya dapat menimbulkan tanggung jawab administratif maupun pidana apabila mengakibatkan kecelakaan.[footnoteRef:34] [34: Rizky Intan Mauliza, Tania Bonita Sabrina, dan Wahyu Maulana, “Pelanggaran Kecepatan Kendaraan pada Ruas Jalan Tol Cipularang,” RekaRacana: Jurnal Teknik Sipil 5, no. 1 (2019).] 

Dengan demikian, dasar hukum batas kecepatan dalam penelitian ini bertumpu pada peraturan perundang-undangan yang secara tegas mewajibkan pengemudi mematuhi kecepatan yang ditentukan, khususnya pada jalan tol yang telah memiliki batas minimum dan maksimum secara jelas.
3. [bookmark: _Toc233448211]Bentuk-Bentuk Pelanggaran Batas Kecepatan 
Bentuk paling umum dari pelanggaran batas kecepatan adalah menjalankan kendaraan melebihi batas kecepatan maksimum yang diperkenankan pada suatu ruas jalan. Perbuatan ini sering terjadi karena pengemudi merasa jalan dalam keadaan lengang, sehingga mengabaikan risiko keselamatan yang sesungguhnya tetap besar.[footnoteRef:35] [35: Ikhwan Listiyanto, Soegianto Soegianto, Diah Sulistyani R.S., dan Amri Panahatan Sihotang, “Kewenangan Polri dalam Mengurangi Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Tol,” Jurnal USM Law Review 4, no. 1 (2021).] 

Selain itu, pelanggaran batas kecepatan juga dapat berupa mengemudikan kendaraan di bawah kecepatan minimum pada jalan tertentu, misalnya jalan tol, apabila hal tersebut mengganggu kelancaran lalu lintas dan menimbulkan potensi bahaya bagi kendaraan lain. Dengan demikian, batas kecepatan berlaku dua arah: terlalu cepat maupun terlalu lambat dapat sama-sama menimbulkan persoalan hukum.[footnoteRef:36] [36: M. Fakhruriza Pradana, Arief Budiman, dan Desi Andriyani, “Analisis Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Tol: Studi Kasus Ruas Jalan Tol Serang Timur–Merak KM 72–KM 98,” Jurnal Fondasi 2, no. 2 (2016).] 

Bentuk lainnya ialah tidak menyesuaikan kecepatan dengan kondisi jalan, cuaca, kepadatan arus lalu lintas, atau kemampuan teknis kendaraan. Dalam hal ini, sekalipun pengemudi merasa masih dalam batas angka yang diperbolehkan, namun apabila kecepatan tersebut tidak sesuai dengan situasi nyata, maka tetap dapat dinilai sebagai bentuk pelanggaran kewajiban berhati-hati.[footnoteRef:37] [37: Okta Nofia Sari, Sari Damayanti, dan Kesuma Bagaskara, “Kebijakan Hukum terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Pengguna Jalan Tol Balikpapan-Samarinda Provinsi Kalimantan Timur,” Jurnal Rechtens 9, no. 2 (2020).] 

Pelanggaran batas kecepatan juga dapat muncul dalam bentuk akselerasi berlebihan saat menyalip, memasuki jalur cepat tanpa pengendalian yang memadai, atau mengemudi agresif dalam perjalanan jauh. Bentuk-bentuk ini sering kali berkaitan dengan kepercayaan diri yang berlebihan dari pengemudi dan kelalaian dalam memperhitungkan bahaya di depan kendaraan.[footnoteRef:38] [38: Rudolf Silaban dan Indah Malau Pase, “Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” Jurnal Rectum 3, no. 1 (2021).] 

Dalam konteks pembuktian hukum, bentuk pelanggaran batas kecepatan dapat terlihat dari keterangan saksi, hasil olah TKP, tingkat kerusakan kendaraan, jejak pengereman, serta pengakuan pengemudi sendiri. Karena itu, pelanggaran kecepatan tidak selalu dibuktikan hanya melalui alat elektronik, tetapi juga dapat disimpulkan dari keseluruhan fakta yang terungkap dalam perkara.[footnoteRef:39] [39: Muhammad Adi Makayasa, Eddy Asnawi, dan Bahrum Azmi, “Penegakan Hukum atas Sanksi Pelanggaran Batas Kecepatan Berkendara Maksimal di Jalan Bebas Hambatan,” Eksekusi: Journal of Law 4, no. 2 (2022).] 

Dengan demikian, bentuk-bentuk pelanggaran batas kecepatan dalam penelitian ini tidak hanya terbatas pada melampaui angka maksimum di jalan tol, tetapi juga mencakup cara mengemudi yang tidak menyesuaikan kecepatan dengan kondisi nyata hingga akhirnya menyebabkan kecelakaan fatal.
4. [bookmark: _Toc233448212]Faktor Penyebab Pelanggaran Batas Kecepatan 
Salah satu faktor utama penyebab pelanggaran batas kecepatan adalah faktor individual pengemudi, seperti rasa percaya diri yang berlebihan, keinginan untuk cepat sampai, atau kebiasaan mengemudi agresif. Faktor ini sering membuat pengemudi menganggap batas kecepatan hanya sebagai formalitas yang tidak perlu dipatuhi secara serius.[footnoteRef:40] [40: Dewi Keumlasari dan Tarmizi, “Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Melanggar Batas Kecepatan: Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh,” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana 2, no. 3 (2018).] 

Faktor berikutnya adalah kondisi jalan yang baik dan lengang, yang sering memberi kesan semu bahwa kendaraan aman dipacu lebih cepat. Pada jalan tol khususnya, kondisi jalan yang mulus justru sering mendorong pengemudi mengabaikan pembatasan kecepatan.[footnoteRef:41] [41: Rizky Intan Mauliza, Tania Bonita Sabrina, dan Wahyu Maulana, “Pelanggaran Kecepatan Kendaraan pada Ruas Jalan Tol Cipularang,” RekaRacana: Jurnal Teknik Sipil 5, no. 1 (2019).] 

Kelelahan dan mengantuk juga menjadi faktor penting. Pengemudi yang telah menempuh perjalanan jauh tanpa istirahat cukup cenderung mengalami penurunan konsentrasi, tetapi dalam banyak kasus tetap mempertahankan atau bahkan meningkatkan kecepatan kendaraan sehingga memperbesar kemungkinan kecelakaan.[footnoteRef:42] [42: Ikhwan Listiyanto, Soegianto Soegianto, Diah Sulistyani R.S., dan Amri Panahatan Sihotang, “Kewenangan Polri dalam Mengurangi Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Tol,” Jurnal USM Law Review 4, no. 1 (2021).] 

Selain itu, faktor kendaraan juga dapat berpengaruh. Kendaraan yang secara teknis mampu melaju dengan cepat sering membuat pengemudi tergoda untuk menggunakannya melebihi batas aman. Dalam hal ini, kemampuan mesin tidak selalu diimbangi dengan pengendalian diri pengemudi.[footnoteRef:43] [43: M. Fakhruriza Pradana, Arief Budiman, dan Desi Andriyani, “Analisis Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Tol: Studi Kasus Ruas Jalan Tol Serang Timur–Merak KM 72–KM 98,” Jurnal Fondasi 2, no. 2 (2016).] 

Faktor pengawasan dan penegakan hukum yang lemah juga dapat mendorong pelanggaran batas kecepatan. Apabila pengemudi merasa kecil kemungkinan untuk ditindak, maka kepatuhan terhadap aturan kecepatan menjadi menurun dan pelanggaran cenderung berulang.[footnoteRef:44] [44: Okta Nofia Sari, Sari Damayanti, dan Kesuma Bagaskara, “Kebijakan Hukum terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Pengguna Jalan Tol Balikpapan-Samarinda Provinsi Kalimantan Timur,” Jurnal Rechtens 9, no. 2 (2020).] 

Dengan demikian, faktor penyebab pelanggaran batas kecepatan dalam penelitian ini dapat dipahami sebagai gabungan antara faktor individu, kondisi jalan, kelelahan pengemudi, karakter kendaraan, dan lemahnya pengendalian atau kepatuhan hukum, yang secara bersama-sama meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas fatal.
5. [bookmark: _Toc233448213]Akibat Hukum Pelanggaran Batas Kecepatan 
Pelanggaran batas kecepatan pada dasarnya menimbulkan akibat hukum karena merupakan pelanggaran terhadap ketentuan lalu lintas yang telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Akibat hukum tersebut bisa bersifat administratif, pidana, maupun perdata, tergantung pada akibat nyata yang ditimbulkan oleh pelanggaran tersebut.[footnoteRef:45] [45: Rudolf Silaban dan Indah Malau Pase, “Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” Jurnal Rectum 3, no. 1 (2021).] 

Apabila pelanggaran batas kecepatan hanya berhenti pada pelanggaran norma lalu lintas tanpa menimbulkan kecelakaan, maka akibat hukumnya umumnya berupa sanksi tilang atau sanksi administratif lainnya. Namun, apabila pelanggaran itu berlanjut hingga menimbulkan tabrakan, luka berat, atau kematian, maka konsekuensinya dapat berkembang menjadi pertanggungjawaban pidana.[footnoteRef:46] [46: Muhammad Adi Makayasa, Eddy Asnawi, dan Bahrum Azmi, “Penegakan Hukum atas Sanksi Pelanggaran Batas Kecepatan Berkendara Maksimal di Jalan Bebas Hambatan,” Eksekusi: Journal of Law 4, no. 2 (2022).] 

Dalam perspektif hukum pidana, pelanggaran batas kecepatan dapat menjadi unsur pembuktian adanya kelalaian pengemudi. Artinya, kecepatan yang melampaui batas tidak dipandang semata-mata sebagai pelanggaran administratif, melainkan sebagai perilaku yang memperlihatkan kurang hati-hati dan dapat menimbulkan culpa.[footnoteRef:47] [47: Dewi Keumlasari dan Tarmizi, “Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Melanggar Batas Kecepatan: Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh,” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana 2, no. 3 (2018).] 

Akibat hukum pelanggaran batas kecepatan juga dapat dilihat dari segi hubungan sebab-akibat. Bila terbukti bahwa kecepatan berlebih merupakan faktor utama yang menyebabkan kecelakaan fatal, maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas akibat yang timbul.[footnoteRef:48] [48: Rizky Intan Mauliza, Tania Bonita Sabrina, dan Wahyu Maulana, “Pelanggaran Kecepatan Kendaraan pada Ruas Jalan Tol Cipularang,” RekaRacana: Jurnal Teknik Sipil 5, no. 1 (2019).] 

Selain itu, pelanggaran batas kecepatan dapat berdampak pada pembuktian dalam proses peradilan. Fakta mengenai kecepatan kendaraan sering menjadi dasar bagi penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk menilai derajat kesalahan pengemudi serta berat ringannya tanggung jawab pidana yang dibebankan kepadanya.[footnoteRef:49] [49: Ikhwan Listiyanto, Soegianto Soegianto, Diah Sulistyani R.S., dan Amri Panahatan Sihotang, “Kewenangan Polri dalam Mengurangi Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Tol,” Jurnal USM Law Review 4, no. 1 (2021).] 

Dengan demikian, akibat hukum pelanggaran batas kecepatan dalam penelitian ini harus dipahami sebagai konsekuensi yuridis dari perilaku pengemudi yang melampaui batas aman berkendara, terutama apabila pelanggaran tersebut terbukti menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas fatal di jalan tol.
[bookmark: _Toc233448214]C. 	Kelalaian Pengemudi
1. [bookmark: _Toc233448215]Pengertian Kelalaian Pengemudi 
Kelalaian pengemudi adalah keadaan ketika seseorang yang mengemudikan kendaraan tidak menjalankan kewajiban kehati-hatian sebagaimana seharusnya, sehingga menimbulkan risiko atau akibat yang merugikan orang lain. Dalam hukum pidana, kelalaian termasuk bentuk kesalahan yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana meskipun pelaku tidak menghendaki akibatnya.[footnoteRef:50] [50: Munzirin Rin, Ruben Achmad, dan Darmadi Djufri, “Batasan Kelalaian sebagai Unsur Kesalahan dalam Tindak Pidana Lalu Lintas,” Jurnal Hukum Lex Generalis 6, no. 7 (2025).] 

Kelalaian pengemudi merupakan sikap atau tindakan pengemudi yang tidak menerapkan tingkat kehati-hatian, ketelitian, dan kewaspadaan sebagaimana seharusnya ketika mengoperasikan kendaraan bermotor. Dalam hukum pidana, kelalaian atau culpa terjadi ketika seseorang bertindak secara kurang hati-hati, kurang teliti, gegabah, atau ceroboh sehingga menimbulkan akibat yang sebenarnya dapat diperkirakan dan dicegah.[footnoteRef:51] [51:  M. Fadil Imran, Buku Ajar Hukum Pidana (Padang Sidempuan: PT Inovasi Pratama Internasional, 2022), hlm. 163–164.] 

Kelalaian pada dasarnya berbeda dengan kesengajaan. Dalam kelalaian, pelaku tidak berniat menimbulkan akibat, tetapi ia kurang hati-hati, kurang waspada, atau mengabaikan standar perilaku yang semestinya dipatuhi dalam situasi tertentu.[footnoteRef:52] [52: Andrew Stefanus Ruusen, “Penegakan Hukum Pidana Karena Kelalaian Pengemudi Kendaraan yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas,” Lex Crimen 10, no. 2 (2021).] 

Bagi pengemudi, kelalaian berkaitan erat dengan kewajiban untuk menjaga konsentrasi, mematuhi aturan lalu lintas, mengendalikan kecepatan, serta memperhitungkan kondisi fisik saat berkendara. Ketika kewajiban ini diabaikan, maka pengemudi dapat dinilai telah bertindak lalai menurut hukum.[footnoteRef:53] [53: Yeanet Monica Hengstz, “Penegakan Hukum Pidana terhadap Kelalaian Pengemudi yang Menimbulkan Kecelakaan di Jalan Raya,” Lex Crimen 5, no. 1 (2016).] 

Kelalaian pengemudi juga dapat diartikan sebagai kurangnya perhatian terhadap kemungkinan bahaya yang sebenarnya dapat diperkirakan. Seorang pengemudi yang tetap mengemudi meskipun mengantuk atau melaju melebihi batas kecepatan pada jalan tol dapat dikategorikan tidak berhati-hati dalam menjalankan kendaraannya.[footnoteRef:54] [54: Andi Zeinal Marala, “Penegakan Hukum Pidana terhadap Kelalaian Pengemudi yang Menimbulkan Kecelakaan Jalan Raya,” Lex Crimen 4, no. 5 (2015).] 

Dalam praktik peradilan, kelalaian pengemudi sering dinilai dari fakta-fakta konkret seperti kecepatan kendaraan, kondisi perjalanan, lama mengemudi, reaksi terhadap situasi darurat, serta kepatuhan pada rambu dan marka jalan. Penilaian tersebut dilakukan untuk menguji apakah pengemudi telah menyimpang dari standar kehati-hatian yang normal.[footnoteRef:55] [55: Alex W. Irani, “Pertanggungjawaban Hukum terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kelalaian Pengemudi,” Lex Suprema: Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 1 (2022).] 

Dengan demikian, kelalaian pengemudi dalam penelitian ini dipahami sebagai bentuk kesalahan berupa kurang hati-hati, kurang konsentrasi, atau pengabaian terhadap aturan lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan fatal di jalan tol.
2. [bookmark: _Toc233448216]Bentuk-Bentuk Kelalaian Pengemudi 
Bentuk kelalaian pengemudi dapat berupa mengemudi dalam keadaan mengantuk atau kelelahan. Kondisi ini sangat berbahaya karena pengemudi tidak lagi memiliki konsentrasi dan refleks yang memadai untuk mengendalikan kendaraan dengan aman.[footnoteRef:56] [56: Muhammad Syahbani dan kawan-kawan, “Analisis Yuridis terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian,” Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik 6, no. 1 (2026).] 

Kelalaian juga dapat berupa menjalankan kendaraan dengan kecepatan yang tidak sesuai, baik melebihi batas maksimum maupun tidak menyesuaikan kecepatan dengan kondisi jalan, lalu lintas, dan kemampuan pengemudi sendiri. Bentuk ini sering menjadi penyebab utama kecelakaan di jalan tol.[footnoteRef:57] [57: Munzirin Rin, Ruben Achmad, dan Darmadi Djufri, “Batasan Kelalaian sebagai Unsur Kesalahan dalam Tindak Pidana Lalu Lintas,” Jurnal Hukum Lex Generalis 6, no. 7 (2025).] 

Bentuk lain dari kelalaian adalah tidak menjaga jarak aman dengan kendaraan di depan. Pengemudi yang tidak menjaga jarak akan kehilangan ruang untuk bereaksi ketika kendaraan lain melambat atau berhenti mendadak, sehingga potensi tabrakan belakang menjadi tinggi.[footnoteRef:58] [58: Andrew Stefanus Ruusen, “Penegakan Hukum Pidana Karena Kelalaian Pengemudi Kendaraan yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas,” Lex Crimen 10, no. 2 (2021).] 

Kelalaian pengemudi juga dapat berbentuk kurang memperhatikan kondisi kendaraan, seperti rem, ban, lampu, atau sistem kemudi. Sekalipun kecelakaan tampak dipicu oleh faktor kecepatan, tetapi pengabaian kondisi teknis kendaraan tetap dapat menjadi bagian dari konstruksi kelalaian.[footnoteRef:59] [59: Yeanet Monica Hengstz, “Penegakan Hukum Pidana terhadap Kelalaian Pengemudi yang Menimbulkan Kecelakaan di Jalan Raya,” Lex Crimen 5, no. 1 (2016).] 

Selain itu, penggunaan telepon genggam, gangguan percakapan, atau perhatian yang terpecah saat mengemudi juga termasuk bentuk kelalaian. Dalam konteks hukum, semua tindakan yang mengurangi fokus pengemudi terhadap jalan dapat menjadi indikator kurangnya kehati-hatian.[footnoteRef:60] [60: Andi Zeinal Marala, “Penegakan Hukum Pidana terhadap Kelalaian Pengemudi yang Menimbulkan Kecelakaan Jalan Raya,” Lex Crimen 4, no. 5 (2015).] 

Dengan demikian, bentuk-bentuk kelalaian pengemudi dalam penelitian ini terutama mencakup mengemudi dalam keadaan lelah atau mengantuk, melanggar batas kecepatan, tidak menjaga konsentrasi, serta tidak menyesuaikan perilaku berkendara dengan kondisi yang ada di jalan tol.
3. [bookmark: _Toc233448217]Unsur-Unsur Kelalaian dalam Hukum Pidana 
Unsur pertama dari kelalaian adalah adanya kewajiban untuk bertindak hati-hati. Dalam hukum pidana, seseorang baru dapat dinilai lalai apabila sebelumnya ada standar perilaku tertentu yang seharusnya dipatuhi dalam keadaan tersebut.[footnoteRef:61] [61: Alex W. Irani, “Pertanggungjawaban Hukum terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kelalaian Pengemudi,” Lex Suprema: Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 1 (2022).] 

Unsur kedua ialah adanya penyimpangan dari standar kehati-hatian itu. Penyimpangan ini dapat terlihat dari tindakan pelaku yang tidak bertindak sebagaimana orang yang wajar dan berhati-hati seharusnya bertindak dalam keadaan yang sama.[footnoteRef:62] [62: Muhammad Syahbani dan kawan-kawan, “Analisis Yuridis terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian,” Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik 6, no. 1 (2026).] 

Unsur ketiga adalah adanya kemampuan untuk memperkirakan akibat. Dalam culpa, pelaku sebenarnya dapat menduga bahwa perbuatannya berisiko menimbulkan bahaya, tetapi ia gagal mencegah atau mengendalikan risiko tersebut sebagaimana mestinya.[footnoteRef:63] [63: Munzirin Rin, Ruben Achmad, dan Darmadi Djufri, “Batasan Kelalaian sebagai Unsur Kesalahan dalam Tindak Pidana Lalu Lintas,” Jurnal Hukum Lex Generalis 6, no. 7 (2025).] 

Unsur keempat adalah adanya akibat yang timbul dari perbuatan itu. Kelalaian dalam hukum pidana pada umumnya menjadi relevan ketika benar-benar menimbulkan akibat yang dilarang, seperti luka berat atau kematian pada orang lain.[footnoteRef:64] [64: Andrew Stefanus Ruusen, “Penegakan Hukum Pidana Karena Kelalaian Pengemudi Kendaraan yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas,” Lex Crimen 10, no. 2 (2021).] 

Unsur kelima adalah adanya hubungan kausal antara kelalaian dan akibat. Tanpa hubungan sebab-akibat, kelalaian tidak dapat dijadikan dasar pertanggungjawaban pidana karena akibat yang terjadi belum tentu berasal dari perilaku pelaku.[footnoteRef:65] [65: Yeanet Monica Hengstz, “Penegakan Hukum Pidana terhadap Kelalaian Pengemudi yang Menimbulkan Kecelakaan di Jalan Raya,” Lex Crimen 5, no. 1 (2016).] 

Dengan demikian, unsur-unsur kelalaian dalam penelitian ini mencakup adanya kewajiban pengemudi untuk berhati-hati, adanya pelanggaran terhadap kewajiban tersebut, adanya kemampuan untuk memperkirakan bahaya, timbulnya akibat berupa kecelakaan fatal, serta adanya hubungan sebab-akibat antara kelalaian dan kematian korban.
4. [bookmark: _Toc233448218]Hubungan Kelalaian Pengemudi dengan Kecelakaan Lalu Lintas Fatal 
Kelalaian pengemudi memiliki hubungan yang sangat erat dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas fatal. Dalam banyak kasus, kecelakaan bukan semata-mata terjadi karena faktor eksternal, tetapi justru berawal dari pengemudi yang tidak memenuhi standar kehati-hatian saat mengemudi.[footnoteRef:66] [66: Andi Zeinal Marala, “Penegakan Hukum Pidana terhadap Kelalaian Pengemudi yang Menimbulkan Kecelakaan Jalan Raya,” Lex Crimen 4, no. 5 (2015).] 

Hubungan ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa pengemudi memegang kendali langsung atas kendaraan. Ketika pengemudi mengabaikan batas kecepatan, tetap berkendara dalam kondisi mengantuk, atau gagal merespons situasi di depan kendaraannya, maka risiko kecelakaan fatal meningkat secara signifikan.[footnoteRef:67] [67: Alex W. Irani, “Pertanggungjawaban Hukum terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kelalaian Pengemudi,” Lex Suprema: Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 1 (2022).] 

Dalam hukum pidana, kelalaian pengemudi baru menjadi relevan apabila ada akibat nyata yang timbul. Bila akibat itu berupa kematian, maka hubungan antara perbuatan pengemudi dan hasil yang timbul harus diteliti untuk menilai apakah kematian tersebut merupakan konsekuensi langsung dari kurang hati-hati pengemudi.[footnoteRef:68] [68: Muhammad Syahbani dan kawan-kawan, “Analisis Yuridis terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian,” Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik 6, no. 1 (2026).] 

Kelalaian pengemudi juga berkaitan dengan prinsip kausalitas. Tidak cukup hanya menunjukkan bahwa pengemudi melakukan kesalahan, tetapi harus pula dibuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan sebab yang patut dipandang menimbulkan kecelakaan dan akibat fatal.[footnoteRef:69] [69: Munzirin Rin, Ruben Achmad, dan Darmadi Djufri, “Batasan Kelalaian sebagai Unsur Kesalahan dalam Tindak Pidana Lalu Lintas,” Jurnal Hukum Lex Generalis 6, no. 7 (2025).] 

Dalam perkara kecelakaan lalu lintas di jalan tol, hubungan antara kelalaian dan akibat fatal sering terlihat dari kecepatan kendaraan, jejak benturan, posisi kendaraan setelah kecelakaan, kondisi fisik pengemudi, serta keterangan saksi dan korban yang selamat. Semua fakta itu menjadi dasar untuk membangun hubungan hukum antara kelalaian dan kematian korban.[footnoteRef:70] [70: Andrew Stefanus Ruusen, “Penegakan Hukum Pidana Karena Kelalaian Pengemudi Kendaraan yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas,” Lex Crimen 10, no. 2 (2021).] 

Dengan demikian, hubungan kelalaian pengemudi dengan kecelakaan lalu lintas fatal dalam penelitian ini terletak pada pembuktian bahwa pelanggaran batas kecepatan, kelelahan, dan kurang konsentrasi pengemudi merupakan faktor utama yang menyebabkan tabrakan dan meninggalnya beberapa penumpang di jalan tol.
[bookmark: _Toc233448219]D. 	Kecelakaan Lalu Lintas
1. [bookmark: _Toc233448220]Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas 
Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja, melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain, yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Pengertian ini menegaskan bahwa kecelakaan lalu lintas memiliki dimensi faktual sekaligus yuridis.[footnoteRef:71] [71: Yeanet Monica Hengstz, “Penegakan Hukum Pidana terhadap Kelalaian Pengemudi yang Menimbulkan Kecelakaan di Jalan Raya,” Lex Crimen 5, no. 1 (2016).] 

Dalam perspektif sosial, kecelakaan lalu lintas sering dipandang sebagai musibah. Namun dari sudut hukum, kecelakaan harus dianalisis lebih lanjut untuk melihat apakah ada pelanggaran norma atau kelalaian tertentu yang menjadi sebab terjadinya peristiwa tersebut.[footnoteRef:72] [72: Andi Zeinal Marala, “Penegakan Hukum Pidana terhadap Kelalaian Pengemudi yang Menimbulkan Kecelakaan Jalan Raya,” Lex Crimen 4, no. 5 (2015).] 

Kecelakaan lalu lintas juga dapat dipahami sebagai indikator rendahnya kepatuhan hukum dalam berlalu lintas. Ketika pengemudi, penumpang, atau pengguna jalan lain tidak menaati aturan keselamatan, maka kecelakaan menjadi salah satu konsekuensi yang paling mungkin terjadi.[footnoteRef:73] [73: Alex W. Irani, “Pertanggungjawaban Hukum terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kelalaian Pengemudi,” Lex Suprema: Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 1 (2022).] 

Dari sudut hukum pidana, kecelakaan lalu lintas tidak selalu netral. Apabila di dalamnya terdapat unsur culpa atau pelanggaran terhadap ketentuan lalu lintas, maka kecelakaan dapat berubah dari sekadar peristiwa jalan menjadi peristiwa pidana.[footnoteRef:74] [74: Muhammad Syahbani dan kawan-kawan, “Analisis Yuridis terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian,” Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik 6, no. 1 (2026).] 

Pada jalan tol, kecelakaan lalu lintas memiliki tingkat bahaya yang lebih tinggi karena kendaraan umumnya bergerak dengan kecepatan tinggi. Oleh sebab itu, kecelakaan di jalan tol sering menimbulkan akibat yang lebih berat dibandingkan kecelakaan di jalan biasa.[footnoteRef:75] [75: Munzirin Rin, Ruben Achmad, dan Darmadi Djufri, “Batasan Kelalaian sebagai Unsur Kesalahan dalam Tindak Pidana Lalu Lintas,” Jurnal Hukum Lex Generalis 6, no. 7 (2025).] 

Dengan demikian, kecelakaan lalu lintas dalam penelitian ini dipahami sebagai peristiwa hukum di jalan tol yang terjadi karena adanya pelanggaran batas kecepatan dan kelalaian pengemudi, serta menimbulkan akibat fatal berupa korban luka dan meninggal dunia.
2. [bookmark: _Toc233448221]Dasar Hukum Kecelakaan Lalu Lintas 
Dasar hukum utama mengenai kecelakaan lalu lintas di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang memberikan pengertian, klasifikasi, serta akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas.[footnoteRef:76] [76: Febrio Wahyu Bimo Pamungkas, Hafid Zakariya, dan Nourma Dewi, “Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Menyebabkan Kecelakaan di Kabupaten Sukoharjo,” Jurnal Hukum Lex Generalis 6, no. 7 (2025).] 

Undang-undang tersebut juga mengatur kewajiban umum setiap pengemudi untuk mengemudikan kendaraan secara wajar, penuh konsentrasi, dan mematuhi aturan keselamatan lalu lintas. Ketentuan ini menjadi dasar untuk menilai ada atau tidaknya pelanggaran hukum dalam suatu kecelakaan.[footnoteRef:77] [77: Esse Alia Febrianti Abu, Hambali Thalib, dan Muhammad Ya’rif Arifin, “Pertanggungjawaban Pidana Pengemudi dalam Kecelakaan Lalu Lintas Berakibat Kematian,” Jurnal Legal Dialogica 1, no. 2 (2026).] 

Dasar hukum kecelakaan lalu lintas juga berkaitan dengan pengaturan mengenai batas kecepatan, tata cara berkendara, rambu lalu lintas, serta tanggung jawab pengemudi ketika terjadi korban. Dengan demikian, satu peristiwa kecelakaan sering kali melibatkan beberapa ketentuan hukum sekaligus.[footnoteRef:78] [78: Andrew Stefanus Ruusen, “Penegakan Hukum Pidana Karena Kelalaian Pengemudi Kendaraan yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas,” Lex Crimen 10, no. 2 (2021).] 

Apabila kecelakaan mengakibatkan korban luka atau meninggal dunia, maka ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 juga berlaku. Dalam hal ini, kecelakaan tidak lagi hanya dipandang sebagai peristiwa jalan, tetapi sebagai peristiwa hukum yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana.[footnoteRef:79] [79: H. Hanafi, “Analisis Tingkat Keselamatan Jalan Tol Berdasarkan Metode Pembobotan Korlantas: Studi Kasus Jalan Tol Cipularang,” Jurnal Teknik 3, no. 2 (2019).] 

Selain undang-undang, hukum acara pidana juga menjadi dasar penting karena menentukan bagaimana kecelakaan lalu lintas diselidiki, disidik, dibuktikan, dan diproses hingga pengadilan. Dengan kata lain, penanganan perkara kecelakaan juga tunduk pada mekanisme pembuktian pidana yang berlaku umum.[footnoteRef:80] [80: Rizky Intan Mauliza, Tania Bonita Sabrina, dan Wahyu Maulana, “Pelanggaran Kecepatan Kendaraan pada Ruas Jalan Tol Cipularang,” RekaRacana: Jurnal Teknik Sipil 5, no. 1 (2019).] 

Dengan demikian, dasar hukum kecelakaan lalu lintas dalam penelitian ini bertumpu pada ketentuan undang-undang lalu lintas sebagai hukum materiil dan hukum acara pidana sebagai hukum formil dalam memproses pertanggungjawaban pelaku kecelakaan fatal di jalan tol.
3. [bookmark: _Toc233448222]Jenis-Jenis Kecelakaan Lalu Lintas 
Kecelakaan lalu lintas dapat dibedakan berdasarkan akibat yang ditimbulkan, yaitu kecelakaan ringan, kecelakaan sedang, dan kecelakaan berat atau fatal. Pembagian ini penting karena akan menentukan tingkat keseriusan peristiwa dan konsekuensi hukum yang dapat timbul.[footnoteRef:81] [81: M. Fakhruriza Pradana, Arief Budiman, dan Desi Andriyani, “Analisis Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Tol: Studi Kasus Ruas Jalan Tol Serang Timur–Merak KM 72–KM 98,” Jurnal Fondasi 2, no. 2 (2016).] 

Selain berdasarkan akibat, kecelakaan lalu lintas juga dapat dibedakan berdasarkan bentuk tabrakannya, seperti tabrak depan, tabrak belakang, tabrak samping, tabrak beruntun, dan kecelakaan tunggal. Masing-masing bentuk memiliki karakteristik teknis dan hukum yang berbeda dalam proses pembuktiannya.[footnoteRef:82] [82: Okta Nofia Sari, Sari Damayanti, dan Kesuma Bagaskara, “Kebijakan Hukum terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Pengguna Jalan Tol Balikpapan-Samarinda Provinsi Kalimantan Timur,” Jurnal Rechtens 9, no. 2 (2020).] 

Dari sudut jumlah kendaraan yang terlibat, dikenal pula kecelakaan tunggal dan kecelakaan ganda. Kecelakaan tunggal melibatkan satu kendaraan saja, sedangkan kecelakaan ganda melibatkan dua kendaraan atau lebih, yang sering menimbulkan persoalan pembagian tanggung jawab.[footnoteRef:83] [83: Febrio Wahyu Bimo Pamungkas, Hafid Zakariya, dan Nourma Dewi, “Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Menyebabkan Kecelakaan di Kabupaten Sukoharjo,” Jurnal Hukum Lex Generalis 6, no. 7 (2025).] 

Jenis kecelakaan juga dapat dilihat dari lokasi kejadiannya, misalnya kecelakaan di jalan kota, jalan antar kota, jalan desa, atau jalan tol. Kecelakaan di jalan tol memiliki karakteristik tersendiri karena melibatkan kecepatan tinggi, jalur terbatas, dan sistem lalu lintas yang lebih terkontrol.[footnoteRef:84] [84: Esse Alia Febrianti Abu, Hambali Thalib, dan Muhammad Ya’rif Arifin, “Pertanggungjawaban Pidana Pengemudi dalam Kecelakaan Lalu Lintas Berakibat Kematian,” Jurnal Legal Dialogica 1, no. 2 (2026).] 

Dari perspektif akibat hukum, kecelakaan lalu lintas juga dapat dikelompokkan menjadi kecelakaan yang hanya menimbulkan kerusakan benda dan kecelakaan yang menimbulkan korban manusia. Semakin berat akibat yang timbul, semakin besar pula kemungkinan terjadinya penegakan hukum pidana.[footnoteRef:85] [85: Andrew Stefanus Ruusen, “Penegakan Hukum Pidana Karena Kelalaian Pengemudi Kendaraan yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas,” Lex Crimen 10, no. 2 (2021).] 

Dengan demikian, jenis kecelakaan lalu lintas yang menjadi fokus penelitian ini adalah kecelakaan ganda di jalan tol yang termasuk kategori fatal, karena melibatkan lebih dari satu kendaraan dan menimbulkan korban meninggal dunia serta luka-luka.
4. [bookmark: _Toc233448223]Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas 
Faktor penyebab kecelakaan lalu lintas pada umumnya dibagi menjadi faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan, dan faktor lingkungan. Dari keempat faktor tersebut, faktor manusia sering kali menjadi faktor yang paling dominan dalam banyak perkara kecelakaan.[footnoteRef:86] [86: H. Hanafi, “Analisis Tingkat Keselamatan Jalan Tol Berdasarkan Metode Pembobotan Korlantas: Studi Kasus Jalan Tol Cipularang,” Jurnal Teknik 3, no. 2 (2019).] 

Faktor manusia meliputi kelelahan, mengantuk, kurang konsentrasi, tidak mematuhi rambu, serta kebiasaan berkendara melebihi batas aman. Dalam konteks hukum pidana, faktor ini penting karena berhubungan langsung dengan kesalahan atau kelalaian pengemudi.[footnoteRef:87] [87: Rizky Intan Mauliza, Tania Bonita Sabrina, dan Wahyu Maulana, “Pelanggaran Kecepatan Kendaraan pada Ruas Jalan Tol Cipularang,” RekaRacana: Jurnal Teknik Sipil 5, no. 1 (2019).] 

Faktor kendaraan meliputi keadaan teknis yang tidak laik jalan, seperti rem yang tidak berfungsi baik, ban aus, atau sistem kemudi yang bermasalah. Faktor ini dapat berdiri sendiri atau memperparah akibat kecelakaan yang sebenarnya dipicu oleh perilaku pengemudi.[footnoteRef:88] [88: M. Fakhruriza Pradana, Arief Budiman, dan Desi Andriyani, “Analisis Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Tol: Studi Kasus Ruas Jalan Tol Serang Timur–Merak KM 72–KM 98,” Jurnal Fondasi 2, no. 2 (2016).] 

Faktor jalan juga berpengaruh, misalnya kondisi jalan rusak, minim penerangan, marka yang tidak jelas, atau desain jalan yang berbahaya. Namun apabila kondisi jalan terbukti baik dan cuaca cerah, maka perhatian analisis hukum biasanya akan lebih tertuju kepada perilaku pengemudi.[footnoteRef:89] [89: Okta Nofia Sari, Sari Damayanti, dan Kesuma Bagaskara, “Kebijakan Hukum terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Pengguna Jalan Tol Balikpapan-Samarinda Provinsi Kalimantan Timur,” Jurnal Rechtens 9, no. 2 (2020).] 

Faktor lingkungan mencakup cuaca, kepadatan lalu lintas, pandangan yang terhalang, atau kondisi darurat lain yang memengaruhi situasi berkendara. Sekalipun demikian, pengemudi tetap diwajibkan menyesuaikan perilaku berkendara dengan kondisi lingkungan tersebut.[footnoteRef:90] [90: Febrio Wahyu Bimo Pamungkas, Hafid Zakariya, dan Nourma Dewi, “Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Menyebabkan Kecelakaan di Kabupaten Sukoharjo,” Jurnal Hukum Lex Generalis 6, no. 7 (2025).] 

Dengan demikian, faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas dalam penelitian ini terutama menitikberatkan pada faktor manusia, khususnya pelanggaran batas kecepatan dan kelalaian pengemudi, karena dari fakta perkara kondisi jalan dan cuaca justru digambarkan dalam keadaan baik dan mendukung perjalanan.
5. [bookmark: _Toc233448224]Kecelakaan Lalu Lintas Fatal dalam Perspektif Hukum Pidana
Kecelakaan lalu lintas fatal dalam perspektif hukum pidana adalah kecelakaan yang menimbulkan korban meninggal dunia dan terhadap peristiwa itu terdapat unsur kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana kepada pelaku. Dengan demikian, fokus hukumnya bukan hanya pada akibat kematian, tetapi juga pada perilaku pengemudi yang melatarbelakanginya.[footnoteRef:91] [91: Esse Alia Febrianti Abu, Hambali Thalib, dan Muhammad Ya’rif Arifin, “Pertanggungjawaban Pidana Pengemudi dalam Kecelakaan Lalu Lintas Berakibat Kematian,” Jurnal Legal Dialogica 1, no. 2 (2026).] 

Hukum pidana memandang kecelakaan fatal sebagai peristiwa yang harus diuji melalui unsur perbuatan, kesalahan, akibat, dan hubungan sebab-akibat. Jika keempat unsur ini terbukti, maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana meskipun ia tidak menghendaki kematian korban.[footnoteRef:92] [92: Andrew Stefanus Ruusen, “Penegakan Hukum Pidana Karena Kelalaian Pengemudi Kendaraan yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas,” Lex Crimen 10, no. 2 (2021).] 

Dalam perkara lalu lintas, kecelakaan fatal sering dikaitkan dengan culpa. Artinya, pelaku tidak bermaksud membunuh atau mencelakai, tetapi karena kurang hati-hati, mengabaikan aturan, atau tetap berkendara dalam keadaan tidak layak, timbullah akibat yang dilarang oleh hukum.[footnoteRef:93] [93: H. Hanafi, “Analisis Tingkat Keselamatan Jalan Tol Berdasarkan Metode Pembobotan Korlantas: Studi Kasus Jalan Tol Cipularang,” Jurnal Teknik 3, no. 2 (2019).] 

Perspektif hukum pidana juga menekankan pentingnya pembuktian faktual. Dalam kecelakaan fatal, hal-hal seperti kecepatan kendaraan, kondisi pengemudi, tanda pengereman, posisi kendaraan, dan keterangan saksi menjadi sangat penting untuk menilai ada atau tidaknya culpa yang menimbulkan kematian.[footnoteRef:94] [94: Rizky Intan Mauliza, Tania Bonita Sabrina, dan Wahyu Maulana, “Pelanggaran Kecepatan Kendaraan pada Ruas Jalan Tol Cipularang,” RekaRacana: Jurnal Teknik Sipil 5, no. 1 (2019).] 

Kecelakaan lalu lintas fatal juga menunjukkan bahwa batas antara pelanggaran lalu lintas biasa dan tindak pidana dapat berubah sesuai dengan akibat yang ditimbulkan. Suatu pelanggaran kecepatan yang pada awalnya tampak administratif dapat meningkat menjadi persoalan pidana apabila terbukti menyebabkan kematian korban.[footnoteRef:95] [95: M. Fakhruriza Pradana, Arief Budiman, dan Desi Andriyani, “Analisis Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Tol: Studi Kasus Ruas Jalan Tol Serang Timur–Merak KM 72–KM 98,” Jurnal Fondasi 2, no. 2 (2016).] 

Dengan demikian, kecelakaan lalu lintas fatal dalam penelitian ini dipandang sebagai akibat pidana dari pelanggaran batas kecepatan dan kelalaian pengemudi, sehingga analisis hukumnya akan bertumpu pada pembuktian culpa dan pertanggungjawaban pidana pengemudi menurut hukum lalu lintas dan hukum pidana Indonesia.
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